BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pada pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika
wajib  dikenakan  pertanggungjawaban pidana atas tindakan
penyalahgunaan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan, dijatuhi
hukuman penjara pada penyalahgunaan narkotika Golongan I pada diri
sendiri dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) tahun, dan hukum 1
(satu) tahun penjara pada penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri
dengan narkotika Golongan III. Narkotika yang dilegalkan terkandung
dalam obat-obatan yakni narkotika golongan II dan II, sehingga pelaku
dapat dijatuhi pasal tersebut.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Faktor
Penghambat dalam Pertanggungjawaban pidana pada Penyalahgunaan
Obat-obatan yang Mengandung Narkotika, yakni dapat berupa adanya
Faktor Substansi Hukum, Undang-undang berpotensi menimbulkan
permasalahan yang lain, seperti ketiadaan peraturan pelaksanaan yang
masih belum ditetapkan, selain itu, penggunaan kata-kata dalam Undang-
undang sering kali memiliki makna yang luas sehingga dapat
menimbulkan multitafsir, Faktor Penegak Hukum, kualitas atas sumber

daya aparat hukum dapat
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menjadi pemicu tidak berjalannya dengan baik suatu sistem hukum, Faktor
Sarana Prasarana, minimnya sarana prasarana dapat berdampak dengan
jalannya kinerja para pihak berwenang dalam menjalankan tugas, Faktor
Masyarakat, masyarakat yang kurang bekerja sama dengan aparat
berwenang menjadi salah satu sulitnya pergerakan aparat, masyarakat lebih
memilih diam dibanding untuk berbagi informasi yang mereka miliki pada
aparat sehingga menjadi sulit dalam menangkap pelaku penyalahgunaan
narkotika, dan yang terakhir adanya Faktor Kebudayaan, pemahaman, pola
pikir yang masih abstrak dapat menjadi salah satu penghambat

ditegakkannya hukum dimasyarakat.

B. Saran

L.

Dalam pendeskripsian terkait kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan
baiknya dijabarkan secara jelas dan merinci dalam peraturan perundang-
undangan, agar dapat menjadi pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam
mengkualifikasikan sebuah kasus. Dengan semakin berkembangnya
zaman, baiknya pemerintah membuat terobosan-terobosan baru agar dapat
memaksimalkan penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, baik
narkotika yang dalam bentuk Obat-obatan medis ataupun narkotika yang
berwujud bahan alami atau bentuk lainnya.

Dapat secepat mungkin memenuhi segala kekurangan yang ada, sehingga
dari kekurangan yang ada tidak semakin memperburuk situasi dalam hal
penanganan penyalahgunaan narkotika ini. Memaksimalkan segala kinerja

sistem yang ada, dan memberi bekal pada setiap aparat berwenang
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sehingga sistem dan para pekerja dapat segera menghasilkan kerja sama
yang efektif satu dengan yang lainnya. Semakin berkembangnya narkotika
di Indonesia dapat merusak kualitas dari sumber daya manusianya,

sehingga dapat berdampak pada merosotnya nilai Negara dimata dunia.
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